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RINGKASAN 

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 Pada Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang ; Firmansyah Indra Bagus 

Wiratno, 170903101016, 2022, 95 halaman, Program Studi Diploma III 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia berusaha dalam upaya 

meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk 

pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanahan, kesehatan, 

ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja 

negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Jenis pajak di Indonesia menurut pemungutannya terdiri dari pajak pusat 

dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat 

untuk membiayai rumah tangga negara, tujuannya yaitu pemerataan penghasilan 

bagi pemerintah. Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Sejalan 

dengan adanya otonomi daerah, dimana suatu daerah diberikan kewenangan untuk 

menggali dan mengelola pajak daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Semakin besar potensi pajak daerah tersebut semakin besar pula Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang diperoleh guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. 

Penerimaan pajak daerah memberi potensi besar dalam menjalankan 

program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh 

karena itu, diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak 

daerah untuk bisa menjalankan program-program dalam meningkatkan 
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kemakmuran perekonomian daerah, karena apabila tidak membayar pajak akan 

mengakibatkanpenerimaan kas tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target 

penerimaan daerah dan menghambat jalannya program Pemerintah Daerah. 

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Official Assesment 

yaitu pemerintah menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Pihak Pemerintah Daerah saat ini sedang gencar dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Pendataan merupakan proses pengumpulan data Objek Pajak yang sangat 

penting. Karena nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan 

penetapan PBB. Pendataan sangatlah penting untuk dilakukan. Objek pajak 

yang telah dilakukan pendataan seperti identifikasi, verivikasi ,dan pengukuran 

objek pajak yang nantinya setelah melakukan proses pendataan akan 

memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) yang diberikan ke masing-masing 

objek pajak. Yang selanjutnya akan dilakukan penetapan sebagai objek PBB. 

Dengan dilakukannya pendataan dan penetapan PBB selanjutnya pihak 

pemerintah dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

yang akan dijadikan pedoman bagi wajib pajak untuk mengetahui pajak 

terutangnya dan untuk pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 

bisa digunakan untuk melakukan penagihan. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 0921/UN25.1.2/SP/2021, 

Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Negara Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya diperlukan 

adanya pembangunan nasional yang berkeseimbangan dan dilakukan secara terus 

menerus. Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pembangunan 

nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur 

baik secara materiil dan spiritual (Waluyo, 2017:2). Negara Indonesia berusaha 

dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu 

pelayanan umum, perlindungan sosial, Pendidikan, pertahanan, kesehatan, 

ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja 

negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Pajak menjadi sumber pendapatan yang menjadi fenomena yang umum di 

negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asas demokrasi 

dalam sistem pemerintahannya (Pandingan, 2016:2). Definisi pajak menurut UU 

nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan 

menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak bukan 

hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam menjalankan tugas pemerintahan 

melainkan pajak juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2017:3) 

Pengelolaan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak 

pusat dan pajak daerah. Menurut Pandingan (2016:7) pajak pusat adalah pajak 

yang dikelola Pemerintah Pusat (Negara) khususnya oleh Direktorat Jenderal 

Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak daerah adalah pajak yang 

dikelola Pemerintahan Daerah (Pemda) baik itu pemerintahan provinsi maupun 
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pemerintahan kota/kabupaten. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Resmi, 2017:8). 

Pajak daerah dibagi menjadi 2 macam, Yaitu Pajak Daerah Tingkat I 

(Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Pajak Daerah Tingkat 1 

(Provinsi) macam-macamnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II 

(Kabupaten atau Kota) macam-macamnya adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2), Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang 

Burung Wallet, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 

2016:15) 

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak self assesment 

system yang artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 

kewajiban pembayaran, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. 

Maka setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 12 

ayat (1) UU KUP, Hak dan Kewajiban harus dilaksanakan dengan beriringan agar 

terciptanya kestabilan sosial dan ekonomi, salah satu kewajiban sebagai warga 

negara yaitu terkait pajak (Maulida, 2018).  

Sejalan dengan adanya otonomi daerah, dimana suatu daerah diberikan 

kewenangan untuk menggali dan mengelola pajak daerahnya sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. Semakin besar potensi pajak daerah tersebut semakin besar 

pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh guna membiayai pelaksanaan 

pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat.  
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Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 

menyatakan bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

merupakan unsur penunjang urusan pemerintah daerah dibidang keuangan, Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang sendiri merupakan 

pecahan DPAKAD dan Badan Pajak dan Retribusi Dareah (BPRD) Kabupaten 

Lumajang diberikan kewenangan salah satunya untuk pengkoordinasian dan 

pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pengoptimalan dalam 

pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan agar dapat meningkatkan 

target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tiap tahunnya. 

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lumajang memberi potensi besar 

dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan oleh 

pemerintah kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari 

wajib pajak membayar pajak daerah untuk bisa menjalankan program-program 

dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian daerah, karena apabila tidak 

membayar pajak akan mengakibatkan penerimaan kas tidak maksimal atau tidak 

sesuai target penerimaan daerah atau menghambat jalannya program pemerintah 

daerah.  

Berikut ini data yang mengenai besarnya pendapatan Pajak Daerah di 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2020. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang 

pada tahun 2020 

NO JENIS PAJAK TARGET REALISASI Presentase 

1 Pajak Hotel Rp. 520.000.000 Rp. 664.843.832 127,85% 

2 Pajak Restoran Rp. 2.000.000.000 Rp. 2.764.009.493 138,20% 

3 Pajak Hiburan  Rp. 75.000.000 Rp. 78.665.254 104,89% 

4 Pajak Reklame Rp.1.500.000.000 Rp. 1.803.488.987 120,23% 



4  

 

5 Pajak Penerangan Jalan Rp. 25.650.000.000 Rp. 25.980.921.440 101,29% 

6 Pajak Parkir  Rp. 325.000.000 Rp. 351.479.700 108,15% 

7 Pajak Air Bawah Tanah Rp. 230.000.000 Rp. 360.094.451 156,56% 

8 Pajak Sarang Burung 

Walet 

- -  

9 Pajak Mineral Bukan 

Logam 

Rp.13.000.000.000 Rp. 7.185.715.750 55,27% 

10 Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan  

Rp.12.000.000.000 Rp. 11.625.274.574 96,88% 

11 Pajak Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

Rp. 14.700.000.000 Rp. 18.094.295.933 123,09% 

 Jumlah Rp. 70.000.000.000 Rp.68.908.789.414 98,44% 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2021 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pajak daerah pada 

Kabupaten Lumajang ini terdapat beberapa yang tidak memenuhi target, tetapi 

terdapat pula pajak daerah yang memiliki presentase pencapaian realisasi melebihi 

target. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) yang memiliki presentase pencapaian realisasi tidak mencapai target 

yang ditentukan, yaitu sebesar 96,88 % dengan target Rp. 12.000.000.000 dan 

realisasi Rp.18.094.295.933 . 

Adapun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017-2020 

TAHUN TARGET REALISASI 

2017 Rp. 9.875.000.000 Rp. 11.687.212.629 

2018 Rp. 12.500.000.000 Rp. 11.463.769.872 

2019 Rp. 12.750.000.000 Rp. 12.253.606.043 

2020 Rp. 12.000.000.000 Rp. 11.635.977.601 

Sumber :  Badan Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Lumajang  2021 

Data tabel 1.2 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) sejak lima tahun terakhir yang dikelola oleh kantor Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang menunjukan bahwa angka realisasi tidak mencapai 

target tahunan. Sangat disayangkan dengan tidak pernah tercapainya target 

tahunan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lumajang mengingat Pajak 

bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber potensi pajak yang dapat digali 

sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengambil judul tugas akhir tentang “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan  pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan PBB P2 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang?” 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain: 

A. Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan 

menjelaskan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. 

B. Manfaat Praktek Kerja Nyata  

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Prosedur 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah 

b. Mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang di dapat selama 

kuliah 

c. Mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia kerja 

 

2. Bagi Instansi Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Sarana untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak Universitas 

Jember, terutama program studi Diploma Tiga Perpajakan sebagai salah satu 

instansi pendidikan bagi calon tenaga ahli bidang perpajakan yang dibutuhkan 

dunia kerja. 

3. Bagi Universitas Jember 

Menjalin kerja sama yang baik antara pihak Universitas Jember dengan 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Pajak 

 Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan 

Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 

2007 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang 

terutang oleh orang pibadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

 Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat 

penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu 

masyarakat diharapkan untuk berperan aktif memberikan kontribusinya bagi 

peningkatan pendapatan negara. 

 Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan 

akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak 

merupakan tagihan yang harus diselesaikan atau harus dilaksanakan oleh wajib 

pajak baik itu bagi wajib pajak dengan usaha bebas ataupun pegawai. Rakyat yang 

membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena 

pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.  

2.2 Fungsi Pajak  

 Pajak meiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgetair(sumber keuangan 

negara) dan fungsi regulerend (fungsi pengatur). Resmi (2017) menyebutkan 

bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:  

2.2.1 Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) 

pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 

keuangan negara pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya 

untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun 
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intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis 

pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 

lain-lain. 

2.2.2 Fungsi Regulerend (Pengatur) 

adalah pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

 

2.3 Jenis-Jenis Pajak  

 Menurut Resmi (2017) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu : 

2.3.1 Menurut Golongan, pajak golongan dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau 

pihak lain, pajak harus menjadibeban wajib pajak yang bersangkutan. 

b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau     

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

2.3.2 Menurut Sifatnya, Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi 

wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. 

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi 

subjek pajak dan tempat tinggal. 

2.3.3 Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 
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b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 

I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak 

daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain. 

2.4  Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Menurut Resmi (2017) terdapat tiga tata cara dalam pemungutan pajak 

yang terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan 

pajak, berikut ini pengertian dari ketiga cara pemungutan pajak. 

2.4.1 Stelsel Pajak 

a. Stelsel Nyata (rill) adalah stelsel yang menyatakan bahwa pajak didasarkan 

pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya dalah 

penghasilan). 

b. Stelsel Anggapan (fiktif) adalah stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan 

pajak berdasarkan pada suatau anggapan yang diatur oleh undang-undang. 

c. Stelsel Campuran adalah stelsel ini yang menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata (rill) dan stesel anggapan 

(fiktif). 

2.4.2 Asas Pemungutan  

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) adalah asas yang menyatakan bahwa 

negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 

negeri maupun luar negeri. 

b. Asas Sumber adalah asas yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan 

pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal wajib pajak. 

c. Asas Kebangsaan adalah asas yang menyatakan bahwa pengenaan pajak 

dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak 
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a. Official Assessment Systemadalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang 

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung 

dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak bergantung pada aparatur perpajakan. 

b. Self Assessment Systemadalah sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan 

memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak 

dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undanng-undang 

perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta 

menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak 

diberi kepercayaan untuk : 

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang. 

2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. 

3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. 

4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 

5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib 

pajak). 

c. With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang 

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk 

memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan 
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melalui perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 

2.5 Pajak Daerah  

2.5.1 Definisi Pajak Daerah 

 Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2.5.2  Dasar hukum Pajak Daerah 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

RetribusiDaerah. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah  

2.5.3  Jenis Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, jenis dan tarif pajak daerah dibedakan menjadi : 

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor,  

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3. Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor; 

4. Pajak Air Permukaan; dan 

5. Pajak Rokok 

b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Penerangan Jalan; 



12  

 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7. Pajak Parkir; 

8. Pajak Air Tanah; 

9. Pajak Sarang Burung Wallet; 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; dan 

11. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

2.5.4 Dasar Pengenaan Pajak  

Dasar pengenaan pajak yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Dasar 

pengenaan pajak daerah adalah sebagai berikut : 

a. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada hotel. 

b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh restoran. 

c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 

d. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan dikenakan atas nilai jual hasil 

pengambilan mineral bukan logam atau batuan. 

g. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada penyelenggara tempat parkir. 

h. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung wallet. 

j. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP). 

k. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP). 

2.5.5 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah 

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikantarif pajak dengan 

dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak 



13  

 

 Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikantarif pajak dengan 

dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak  

daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak 

pusat.(Siahaan, 2016:91). 

2.6 Pajak Bumi dan Bangunan 

2.6.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan  

 Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan dalam (Anggoro, 2017) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan 

perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan orang pribadiatau badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,dan pertambangan. Bumi adalah 

permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 

kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah kontruksi teknik 

yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman 

dan/atau laut. 

 Dalam (Siahaan, 2016) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaanini pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut 

oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan, 

dimana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. 

 

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 Dalam (Anggoro, 2017) dasar hukum pemungutan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan pada suatu kabupaten/kota ini sebagai berikut: 

a. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

b. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan   

2.6.3 ObjekPBB 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
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a. Objek Pajak PBB 

Objek pajak PBB Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi  atau badan, kecuali kawasan 

yang digunakan oleh usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut 

pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.  

Pengertian Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi 

yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh : sawah, ladang, 

kebun, tanah, dan pekarangan. Sedangkan Pengertian Bangunan adalahkonstruksi 

teknik yang ditanam atau di lekatkan pada tanah dan perairan. Termasuk 

bangunan adalah : jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplek, hotel, 

pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan komplek 

bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, tempat 

penampungan minyak, air dan gas, pipa minyak. 

b. Bukan Objek PBB 

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perkotaan adalah objek pajak yang 

memenuhi ketentuan di bawah ini. 

1. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintah. 

2. Digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang dimaksud dengan tidak 

memperoleh keuntungan. 

3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan 

itu. 

4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah pengembalianyang dikuasai desa, atau sejenisnya dengan itu. 

5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik. 

6. Digunakan oleh badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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2.6.4 Subjek dan Wajib Pajak PBB 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan 

Retribusi Daerah. Subjek pajak PBB Perkotaan adalah orang pribadi atau badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hakatas bumi dan atau memperoleh manfaat 

atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas 

bangunan. Sementara itu, wajib pajak PBB Perkotaan adalah orang pribadi atau 

badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh 

manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas 

bangunan. Hal ini berarti pada pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, subjek 

pajak, dan wajib pajak berada pada berada pada diri orang yang sama.Dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak 

tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang 

PBB Perdesaan dan Perkotaan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara 

pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain 

itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2.6.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBB 

Menurut Siahaan (2016:560), dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan 

PBB perkotaan yaitu, sebagai berikut : 

a. Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan 

Dasar  pengenaan PBB Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 

secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksijual beli, NJOP ditentukan 

melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru, atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan tiga cara 

alternatif, sebagaimana di bawah ini: 

1. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, yaitu suatu 

pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan 

cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang 

letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 
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2. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 

suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang 

dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut. 

3. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai 

jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak 

tersebut. 

Besaran NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu 

dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Pada 

dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali. Hanya saja, untuk daerah 

tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP 

yang cukup besar, penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan 

besarnya NJOP dilakukan oleh bupati/walikota. 

b. Tarif Pajak PBB  

1. Untuk NJOP sampai dengan dengan Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima 

ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,055% (nol koma nol lima puluh 

lima persen) per tahun; 

2. Untuk NJOP Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 

0,112% (nol koma seratus dua belas persen) per tahun; 

3. Untuk NJOP Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan 

100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,145% (nol 

koma seratus empat puluh lima persen) per tahun; 

4. Untuk NJOP diatas Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,113% (nol koma seratus tiga belas persen) per tahun. 

c. Perhitungan PBB  

 Besaran pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaanpajaksetelah 

dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai jual untuk 

bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan 
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NJOPTKP sebesar sepuluh juta rupiah. Secara umum perhitungan PBB 

perkotaanadalah sesuai dengan rumus berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajak Terutang  = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

 = Tarif Pajak x ( NJOP – NJOPTKP) 

= Tarif Pajak x {NJOP Bumi + (NJOP Bangunan – 

NJOPTKP)} 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu PelaksanaanKegiatan 

3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan magang dan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu 

kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan 

sebagai salah satu syarat untuk menyusun Laporan Tugas Akhir (TA) atau 

magang bila mahasiswa sudah menyelesaikan minimal 106 SKS, yang berguna 

untuk memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelas Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sebagai penerapan ilmu-

ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan 

dibidang perpajakan. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan 

kegiatan ini dapat menentukan tempat magang sendiri. Kegiatan Praktek Kerja 

Nyata (PKN) dapat dilakukan di instansi pemerintahan, perusahaan milik negara 

maupun perusahaan milik swasta dengan syarat dan persetujuan dari instansi yang 

bersangkutan. Adapun tahap-tahap pengajuan perijinan/persetujuan yang 

dilakukan mahasiswa sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi 

(KRS) mata kuliah yang akan ditempuh, yaitu Praktek Kerja Nyata dan 

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata. 

b. Fakultas memberikan pengarahan tentang syarat-syarat dan ketentuan-

ketetuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. 

c. Mahasiswa menentukan tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata sendiri. 

d. Mahasiswa membuat proposal Praktek Kerja Nyata. 

e. Mahasiswa memperoleh surat pengantar untuk Kantor Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang serta surat pengantar utuk Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Lumajang dari 
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Fakultas untuk diberikan kepada instansi atau perusahaan yang dipilih 

sebagai tempat Praktek Kerja Nyata. 

f. Mahasiswa melakukan survei kelokasi Praktek Kerja Nyata untuk 

menanyakanketersediaannya instansi menerima mahasiswa untuk 

magang. 

g. Apabila instansi atau perusahaan menerima mahasiswa magang, maka 

selanjutnya mahasiswa dapat memberikan proposal dan surat pengantar 

permohonan magang dari Fakultas kepada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Lumajang. 

h. Mahasiswa dapat surat balasan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lumajang yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata diinstansi yang dituju. 
 

3.1.2 LokasiPelaksanaan 

Kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada Kantor 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, Jalan Cokro Sujono No.6 Telp 

(0334) 893787, Kabupaten Lumajang (67315) pada bidang Mineral Bukan Logam 

dan Batuan.  
 

3.1.3 WaktuPelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah Lumajang yang dilaksanakan selama 20 hari kerja terhitung mulai tanggal 

1 Februari 2021 - 28 Februari 2021. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam 

kerja pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajangyaitu: 

 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang. 
 

Hari Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.30 – 14.00 12.00 – 13.000 

Jum’at 07.30 – 11.00 Nihil 

Sabtu s/d Minggu Libur Nihil 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 
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3.2 Ruang LingkupPelaksanaan Kegiatan 

3.2.1 Ruang LingkupKegiatan 

Pada pelaksanaan kegiatan, penulis ditempat di Kantor Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Lumajang, pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Sehinggah 

dibuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan PBB pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang”. 

Dengan judul tesebut pada pelaksanaan kegiatan ditempatkan pada beberapa 

bidang diantaranya bidang pendataan, bidang penetapan, bidang penagihan. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan 

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang 

ada di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang. Kegiatan tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Lumajang. 

No 
Waktu Pelaksanaan 

& Penanggung Jawab 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1.  Senin, 26 Februari 

2018 

Penanggung jawab: 

a. Bapak machromi 

Yusuf 

a. Apel pagi 

b. Penempatan di Bidang 

P3(Pendataan,Pendaftaran,da

n Penetapan) 

 

a. Melatih 

Kedisplinan 

b. Dapat 

mengetahui dan 

memahami 

bidang tersebut 
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 selaku kasubag 

umum 

b. Ibu Ni Luh Eka 

Pudjiastuti, SE, MM 

selaku kasubid 

pendataan 

c. Perkenalan dan Briffinng 

d. Belajar Perda dan Perwal 

Pajak Daerah,pbb,bphtb 

e. Membantu mengecek surat 

keluar dan surat masuk 

c. Berkenalan 

dengan seluruh 

karyawan 

d. Dapat belajar 

Perda dan 

Perwal 

pbb,bphtb 

e. Mengetahui 

arsip dan proses 

keluar masuk 

surat 

2.  Selasa, 27 Februari 

2018 

Penanggung jawab : 

a. Bapak Yusuf 

Machromi 

b. Mas Zidni 

 

a. Apel pagi 

b. Membuat laporan hasil 

penelitian  objek pajak  PBB 

atas permohonan penerbitan 

PBB 

c. Menginput data penertbitan 

objek PBB 

d. Briffing bagian pendataan 

PBB 

e. Memasukkan data PPB atas 

data baru,pembetulan,dan 

mutasi dari 5 kecamatan di 

kota Malang 

a. Melatih 

Kedisplinan 

b. Dapat 

memahami  

proses 

pengajuan  

penerbitan PBB 

c. Dapat melatih 

kinerja 

d. Dapat 

mengetahui 

bagian 

pendataan PBB 

e. Mengetahui 

tentang dat PBB 

3.  Rabu, 28 Februari 

2018 

Penanggung jawab : 

a. Bapak Machromi 

Yusuf 

b. Mas Zidni 

a. Membuat laporan hasil 

penelitian  objek pajak  PBB 

atas permohonan penerbitan 

PBB 

b. Menginput data penertbitan 

objek PBB 

c. Memasukkan data PPB atas 

a. Dapat 

memahami 

tentang proses 

pengajuan  

penerbitan PBB 

b. Dapat melatih 

kinerja 
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data baru,pembetulan,dan 

mutasi dari 5 kecamatan 

c. Dapat 

mengetahui 

proses 

pengajuan dari 

wajib pajak 

(a) (b) (c) (d) 

4.  Kamis,1 Maret 2018 

Penanggung jawab:  

a. Bapak Machromi 

Yusuf 

b. Mas Zidni 

a. Menata dan mengurutkan data 

menurut tanggal dan jenis 

pengajuan 

b. Memasukkan data PBB atas 

data baru,pembetulan,dan 

mutasi dari 5 kecamatan  

a. Dapat melatih 

ketelitian dalam 

bekerja 

b. Dapat 

mengetahui 

proses 

pengajuan data 

baru, 

pembetulan, 

dan mutasi PBB 

5.  Jumat 2Maret 2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Machromi 

Yusuf 

a. Senam pagi 

b. Kerja bakti kantor 

c. Mengambil data ke Dispenduk 

untuk melengkapi pengajuan 

Pendataan PBB 

a. Menyehatkan 

b. Mengikuti 

kegiatan kantor  

c. Dapat 

melengkapi data 

wajib pajak 

6.  Senin 5  Maret 2018 

Penanggung jawab: 

a. Bapak Machromi 

Yusuf 

b. Mas Zidni 

a. Apel pagi 

b. Menata dan mengurutkan data 

menurut tanggal dan jenis 

pengajuan 

c. Memasukkan data PBB atas 

data baru,pembetulan,dan 

mutasi 

a. Melatih displin 

b. Dapat melatih 

ketelitian 

c. Dapat 

mengetahui 

proses 

pengajuan data 

wajib pajak 

7.  Selasa 6 Maret 2018 a. Apel pagi a. Melatih 
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Penanggung jawab: 

a. Bapak Machromi 

Yusuf 

b. Mas Zidni 

b. Menata dan mengurutkan data 

menurut tanggal dan jenis 

pengajuan 

c. Memasukkan data PBB atas 

data baru,pembetulan,dan 

mutasi 

Displinan 

b. Dapat melatih 

ketelitian dalam 

bekerja  

c. Dapat 

mengetahui 

proses 

pengajuan data 

wajib pajak 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

8.  Rabu 7 Maret 2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Machromi 

Yusuf 

a. Melakukan wawancara ke bu 

Niluh selaku kepala seksi 

bidang P3 

b. Mempelajari kembali Perda 

dan Perwal 

a. Memperoleh 

data tentang 

prosedur 

pendataan PBB  

b. Mengetahui isi 

dari perda dan 

perwal 

 

9.  Kamis 8 Maret 2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Machromi 

Yusuf 

a. Menata dan mengurutkan data 

menurut tanggal dan jenis 

pengajuan 

b. Menginput data baru PBB 

a. Dapat Melatih 

ketelitian dalam 

bekerja 

b. Mengetahuai 

tentang data 

baru PBB 
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10.   Jumat 9  Maret 2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Machromi 

Yusuf 

a. Senam Pagi 

b. Menata dan mengurutkan data 

menurut tanggal dan jenis 

pengajuan 

c. Menginput data baru PBB 

 

a. Melatih 

kebugaran  

b. Dapat melatih 

ketelitian dalam 

bekerja 

c. Dapat melatih 

kemampuan dan 

mengetahuai 

tentang data 

baru PBB 

11.  Libur Tahun Baru 

Imlek 

LIBUR LIBUR 

(a) (b) (c) (b) 

12.  Selasa,13 Maret 2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Machromi 

Yusuf 

a. Apel pagi 

b. Mencatat nomor pelayanan 

yang masuk kebidang 

Pendataan 

a. Melatih disiplin 

b. Dapat 

mengetahui 

jumlah 

pengajuan di 

bidang PBB 

13.  Rabu,14 Maret 2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Machromi 

Yusuf 

a. Menata dan Mengurutkan data 

menurut tanggal dan jenis 

pengajuan 

b. Memasukkan data baru , 

pembetulan, dan mutasi PBB 

dari 5 kecamatan 

a. Dapat melatih 

ketelitian dalam 

bekerja 

b. Dapat 

mengetahui 

proses 

pengajuan data 

wajib pajak 

14.  Kamis,15 Maret 

2018 

Penanggung jawab: 

Bapak Machromi 

a. Menata dan Mengurutkan data 

menurut tanggal dan jenis 

pengajuan 

b. Memasukkan data baru , 

a. Dapat melatih 

ketelitian dalam 

bekerja 

b. Dapat 
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Yusuf pembetulan, dan mutasi PBB 

dari 5 kecamatan 

mengetahui 

proses 

pengajuan data 

wajib pajak 

15.  Jumat, 16 Maret 

2018 

Penanggung jawab : 

Bapak Machromi 

Yusuf 

a. Senam pagi 

b. Kerja bakti kantor 

c. Wawancara dengan ibu 

Wiwik selaku kasubid 

penetapan 

d. Pemindahan tugas ke bagian 

Penagihan pajak 

a. Melatih jasmani 

b. Mengikuti 

kegiatan kantor 

c. Memperoleh 

data tentang 

penetapan PBB 

d. Meambah 

pengetahuan 

baru 

16.  Senin, 19 Maret 2018 

Penanggung jawab : 

Bapak Machromi 

Yusuf 

a. Apel pagi 

b. Diterima di bagian P2 

(penilaian dan penagihan) 

pajak 

c. Memilah SSPD sesuai 

dengan jenis pajaknya 

a. Melatih 

disiplin 

b. Mengetahui 

tentang bidang 

penagihan 

c. Dapat melatih 

ketelitian  

(a) (b) (c) (d) 

17.  Selasa, 20 Maret 

2018 

Penanggung jawab : 

Bapak Machromi 

Yusuf 

a. Apel pagi 

b. Mengambil SSPD ke bagian 

umum 

c. Memilah SSPD sesuai dengan 

jenis setoran pajaknya dan 

sesuai kode kecamatan 

a. Melatih disiplin 

b. Melatih 

kepercayaan 

diri 

c. Dapat melatih 

ketelitian dalam 

bekerja 
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18.  Rabu, 21 Maret 2018 

Penanggung jawab : 

Bapak Machromi 

Yusuf 

Memilah SSPD sesuai dengan 

jenis setoran pajaknya dan 

sesuai kode kecamatan 

Dapat melatih 

ketelitian dan 

mengetahui 

jenis SSPD 

19.  Kamis, 22 Maret 

2018 

Penanggung jawab : 

Bapak Machromi 

Yusuf 

a. Menginput dan menyalin 

daftar himpunan ketetapan 

pajak dan pembayaran pajak 

b. Menginput rekapan PBB yang 

bermasalah 

a. Dapat 

mengetahui 

himpunan pajak 

dan pembayaran  

b. Dapat 

mengetahui 

PBB yang 

bermasalah 

20.  Jumat, 23 Maret 

2018 

Penanggung jawab : 

 

a. Menginput dan menyalin 

daftar himpunan ketetapan 

pajak dan pembayaran di buku 

besar 

b. Berpamitan Kepada Seluruh 

Karyawan BPRD 

 

 

 

a. Dapat 

mengetahui 

daftar himpunan 

pajak dan 

pembayaran 

b. Berpamitan 

Kepada Seluruh 

Karyawan 

BPRD 
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3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.1 Jenis data  

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir adalah 

data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka 

sebagai alat menganalisis keterangan apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif 

pada Laporan Tugas Akhir ini berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Perkotaan. Sedangkan data 

kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa 

simbol angka atau bilangan. Data kualitatif dapat melalui suatu proses 

menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. 

Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan 

waktu. Data kualitatif pada Laporan Tugas Akhir ini berupa diskusi, dan 

pengamatan (observasi). 

3.3.2 Sumber data  

 Data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah berikut: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Lumajang. Data Primer 

diperoleh dari data-data terkait pendataan seperti SPOP pajak bumi dan 

bangunan, serta penetapan pajak bumi dan bangunan berupa SPPT. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data 

olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti buku 

perpajakan, undang-undang,  peraturan daerah, jurnal, dan artikel. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir 

ini adalah : 
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1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

undang-undang, peraturan daerah, jurnal,  dan artikel. 

2. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis 

mengobservasi data-data mengenai pajak bumi dan bnagunan perkotaan 

yang dilakukan selama 30 hari kerja. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanyajawab langsung kepada narasumber. Pada 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara 

dengan narasumber yaitu yang bertujuan untuk mengetahui informasi 

terkait proses Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan pada Badan Pelayanan Pajak Kota Malang.Adapun 

wawancara telah dilakukan dengan pegawai kantor Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 
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BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

4.1Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Lumajang 

 Kantor Badan Pajak dan Retirbusi Daerah (BPRD) yang berada di jalan Cokro 

Sujono, Lumajang No. 6 merupakan pecahan dari kantor Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sejak tahun 2017 unruk 

mempermudah pengelolaan keuangan daerah dengan cara pembagian tugas 

dengan tujuan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaraan pendapatan 

daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengkoordinasian dan 

pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan Dinas Pendapatan 

Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sebagai pengkoordinasian dan 

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lumajang. Dengan struktur 

oraganisasi sebagai berikut : 

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah; 

2. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Penyusunan Program; 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

3) Sub Bagian Keuangan; 

3. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi: 

1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2; 

2) Sub Bidang dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya; 

3) Sub Bidang Pengolahan Datan dan Informasi. 

4. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi: 

1) Sub Bidang Pelayanan; 

2) Sub Bidang Penetapan; 

3) Sub Bidang Dokumentasi. 

5. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi: 

1) Sub Bidang Penagihan; 

2) Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi; 

3) Sub Bidang Keberatan dan Banding. 
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6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi: 

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; 

2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; 

3) Sub Bidang Pelaporan. 

7. UPT Badan; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

 
 

Sumber: Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2019 
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4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  

 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tersebut Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan dan setiap Wajib Pajak 

membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD. Sistem yang digunakan 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang adalah sistem 

pemungutan official assessement.  

Kendala dan kelemahan dalam Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  yaitu :  

a. Setelah penerbitan SPPT dan akan diberikan atau didistribusikan 

kepada Wajib Pajak melalui kecamatan ataupun kelurahan pasti 

mengalami hambatan dan menyebabkan SPPT tidak sampai 

kepada Wajib Pajak. 

b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untukk mendaftarkan objek 

pajaknya kepada Badan Pajak dan  Retribusi Daerah.. 

  

4.3 Prosedur Pendataan  

 Pendataan yaitu melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam 

rangka pendataan Pajak Daerah. Dalam artian Pendataan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan yaitu, proses pengumpulan data Objek yaitu, pengisian Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang akan digunakan untuk melakukan 

penilaian dan penetapan PBB. 

 Batas waktu pengembalian SPOP adalah 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterima oleh Orang Pribadi. Setelah pengisian SPOP telah selesai, kemudian dari 

pihak fiskus yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daearah Kabupaten Lumajang akan 

melakukan pemeriksaan lapang. Dalam pemeriksaan lapang, pihak fiskus akan 

mengidentifikasi berdasarkan SPOP yang telah diisi tersebut yang kemudian akan 

dilakukan pengukuran terhadap Objek Pajak tersebut. Selanjutnya, staf bidang 
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pendataan menginput data ke dalam sistem komputer yaitu pendataan baru 

maupun pendataan mutasi dan pemecehan. 

 Prosedur pendataan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dijelaskan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 Prosedur Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan  pada   

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.. 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2021 

Penjelasan: 

a. Langkah pertama : orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di 

KabupatenLumajang dan/ atau yang  mempunyai objek pajak bumi dan atau 

bangunan, memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan di Kabupaten 

 

Orang Pribadi atau 

Badan (1) 

 

Kantor BPRD 

(2) 
Pengisian SPOP (3) 

Pendataan Baru 

• Ktp 

• Surat tanah: 

Sertifikat atau 

surat waris 

• Denah lokasi  

• Foto objek 

Mutasi 

• Ktp 

• Surat Jual beli 

• Surat tanah: 

Sertifikat atau 

surat waris 

• Denah lokasi  

• SPPT 

• Foto objek 

Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) 

(4) 
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Lumajang,  tetapi belum terdaftar sebagai objek pajak di Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. 

b. Langkah kedua : orang pribadi tersebut, datang ke Badan Pajak dan Reribusi 

Daerah untuk melaporkan Objek yang dimiliki supaya dicatat dan terdaftar 

sebagai Objek Pajak PBB di BPRD Kabupaten Lumajang.. 

c. Langkah ketiga : setelah orang pribadi lapor ke  BPRD maka selanjutnya akan 

diberi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan wajib diisi 

secara lengkap oleh orang tersebut, dalam mengisi SPOP untuk pendataan data 

baru, data yang di butuhkan seperti: data diri (KTP), sertifikat tanah, denah 

lokasi objek pajak dan foto objek. Sedangkan untuk pendataan mutasi atau 

pemecahan objek pajak dibutuhkan data diri (KTP), sertifikat tanah, Surat Jual 

Beli (SJB), foto objek, dan SPPT induk.  Batas waktu pengembalian SPOP 

adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Orang Pribadi. 

d. Langkah keempat : Setelah pengisian SPOP telah selesai, kemudian dari pihak 

fiskus yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang 

akan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapang. Dalam BAP lapang, 

pihak BPRD akan mengidentifikasi berdasarkan SPOP yang telah diisi 

tersebut yang kemudian akan dilakukan pengukuran terhadap Objek Pajak 

tersebut. 

 

4.4 Prosedur Penetapan  

 Setelah dilakukan proses pendataan sampai munculnya Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) lapang tahap selanjutnya yaitu penetapan. Penetapan adalah 

proses untuk menentapkan jumlah pajak yang terutang. Proses penetapan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan 

setelah diterimanya BAP lapang dari bidang pendataan, yang selanjutnya akan 

dilakukan pemberian Nomor Objek Pajak (NOP) dan berakhir dengan 

diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) yang menjadi dasar dalam melakukan pembayaran PBB. 

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan 
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Bangunan Perkotaan di keluarkan pada bulan Januari. Sedangkan berakhirnya 

pembayaran PBB yaitu tanggal 31 juli berarti 6 bulan dari saat terbitnya SPPT 

PBB. 

 Adapun Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Luamajang dapat dilihat pada gambar 

berikut ini  

 

Gambar 4.3 Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

Penjelasan : 

a. Langkah pertama: Staf Penetapan menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

lapangan dari bidang pendataan berupa formulir SPOP beserta lampiran 

pendukungnya, yang telah diisi oleh subjek pajak dan telah dinyatakan 

lengkap oleh bidang pendataan. 

b. Langkah kedua: Setelah Berita Acara (BAP) Lapang diterima oleh staf 

pendataan, kemudian akan dicek ulang kelengkapan berkasnya. Setelah 

dinyatakan lengkap kemudian akan di proses oleh staf penetapan yaitu 

dilakukan penomoran, yang dimaksud penomoran yaitu pemberian nomor 

kepada objek pajak, sehingga Objek Pajak mempunyai Nomor atau bisa 

disebut penetapan Nomor Objek Pajak (NOP) karena setiap objek pajak pasti 

mempunyai nomor yang berbeda. Pemberian NOP dilakukan dengan sistem 

komputer. 

c. Langkah  ketiga: Kemudian setelah dilakukan penomoran atau sudah 

diberikan Nomor Objek Pajak (NOP), staf penetapan akan menghitung 

besarnya Pajak terutang berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan 

selanjutnya melakukan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penerbitan SPPT dilakukan pada 

BERITA ACARA 
PEMRIKSAAN (BAP) 

(1)

PENETAPAN NOMOR 
OBJEK PAJAK (NOP)

(2)

PENERBITAN SPPT PBB

(3)



35  

 

bulan Januari, dan batas waktu pembayaran yaitu 6 bulan setelah penerbitan 

SPPT atau sampai tanggal 31 juli. 

 

Berikut contoh perhitungan PBB Perkotaan pada BPRD Kabupatem Lumajang: 

Nama dan Alamat Wajib Pajak : 

Sani  

Dusun Pondok Asri RT. 018 RW. 006 Kedungrejo Kab. Lumajang 

Letak Objek Pajak : 

Dusun Pondok Asri RT. 018 RW. 006 

Kedungrejo, Kab. Lumajang 

Mempunyai tanah seluas 516 (m2) 

Besarnya pokok pajak yang terutang, sebagai berikut : 

NJOP bumi : 516 x 64.000              =  33.024.000 

NJOP bangunan 0 x 0  =  0 

Total NJOP   = 33.024.000 

NJOPTKP   =        0 

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)  =  33.024.000 

Tarif 0,100%  

PBB terutang 0,100% x 33.024.000 = 33.024 

 

 Jadi bedasarkan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pajak 

terutang yang harus dibayar Sani setiap tahunnya untuk objek pajak bumi yang 

dimilikinya yaitu sebesar Rp.33.024 yang sesuai dengan perhitungan diatas. 

 

4.5 Prosedur Pembayaran dan Penyetoran  

PembayaranPBB-P2padaBadan Pajak dan Retribusi Daerah(BPRD) 

Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan 

PajakTerutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

dikeluarkan sesuaiSurat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), akan tetapi untuk 
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6 stts
sss kwitansi 

4 

KantorDesa 
PetugasPemungut 

WajibPajak SPPTDiterbitkan/

Diedarkan 

membantu wajib pajakSurat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) akan 

diserahkan berdasarkan data objek pajak. Salah satu ketentuan pada sistem 

pembayaran pada BPRD Kabupaten Lumajang yaitu harus melunasi PBB-P2 

secara tunai (tanpa diangsur) dengan menunjukkan SPPT atau NOP pada Bank 

Jatim. Wajib Pajak yang telah menerima SPPT melakukan pembayaran PBB P2 

di Bank Jatim cabang Lumajang, kemudian WP menerima Surat Tanda Terima 

Setoran (STTS) tersebut sebagai tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari 

Bank Jatim cabang Lumajang. 

 

PembayaranPBBP2diKabupatenLumajangdapatdilakukandi3(tiga)te

mpat,yaitu: 

a. PembayaranPBBP2melaluiKantorDesa 

 

 

 

1    2 

 

          3 
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Gambar4.5PembayaranPBBP2melaluiKantorDesa 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 

 

Keterangan: 

7 

KasDaerah 
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Persepsi/Ba
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1. Badan Pajak dan Retribusi DaerahmenerbitkanataumengedarkanSPPT 

2. SPPT disalurkan ke kecamatan, untuk selanjutnya di sebar ke desa-desa 

untuk dibagikankepadaWP, melaluiperangkat desa 

3. Setelah SPPT sampai di tangan WP, WP membayar PBB P2 di kantor desa 

(disetiapdesaterdapat petugaspemungut) 

4. Petugas Pemungutmemberikan bukti pembayaran sementara berupa 

kwitansipembayaranPBBP2kepadaWP 

5. Petugas Pemungut menyetorkan PBB P2 ke Bank Jatim, setelah setelah 

BankJatim Cabang Lumajang menerima setoran PBB P2, kemudian Bank 

Jatim akanmemberikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebanyak 2 

(dua) lembar, 

yaknilembarpertamayangakandigunakanuntukarsippadaBankJatim,selanjut

nya   PetugasPemungutmemberikanSTTSkepadaWP 

6. BankJatimCabangLumajangmenyetorkepadaBendaharaPemerintahuntukse

lanjutnya dijadikan sebagai KasDaerah. 

 

 
b. PembayaranPBBP2melaluiUPT(UnitPelaksanaTeknis) 
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Gambar4.6PembayaranPBBP2melaluiUPT(UnitPelaksanaTeknis) 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2021 

 
Keterangan: 

1. Badan Pajak dan Retribusi DaerahmenerbitkanataumengedarkanSPPT 

2. SPPTdisalurkankekecamatan,untukselanjutnyadisebarkedesa-

desauntukdibagikankepadaWP, melaluiperangkat desa 

3. Setelah SPPT sampai di tangan WP, WP membayar PBB P2 di UPT.  ‘’ 

UPTmempunyaiwilayahkerjasebagaiberikut: 

a) UPTKantorPusat meliputi Kecamatan Lumajang, Kecamatan 

Sumbersuko,danKecamatanTekung. 

b) UPTWilayahImeliputiKecamatanSukodono,KecamatanGucialit,Ke

camatanPadang,KecamatanSendurodanKecamatanPasrujambe. 

c) UPTWilayahIImeliputiKecamatanKlakah,KecamatanKedungjajang

,KecamatanRanduangungdanKecamatanRanuyoso. 

d) UPTWilayahIVmeliputiKecamatanYosowilangunKecamatanKunir,

KecamatanRowokangkungdanKecamatanJatiroto. 

e) UPTWilayahVmeliputiKecamatanPasirian,KecamatanPronojiwo,K

ecamatanTempeh,KecamatanTempursaridanKecamatanCandipuro. 

PetugasUPTmemberikanbuktipembayaransementaraberupakwitansi 

pembayaranPBBP2 kepadaWP 

4. PetugasUPTmenyetorkanPBBP2kepadaBankJatim,setelahBankJatimCa

bangLumajangmenerimasetoranPBBP2,kemudianBankJatimakanmemb

erikan STTS sebanyak 2 (dua) lembar, yakni lembar pertama yang 

akandigunakanuntukarsippadaBankJatim,selanjutnyalembaryangkeduad

ikembalikankepada wajibpajaksebagaibuktisetoranpembayaran 

5. PetugasUPTmemberikanSTTSkepadaWP 

6. Bank Jatim Cabang Lumajang menyetor kepada Bendahara Pemerintah 

untukselanjutnya dijadikan sebagai KasDaerah.
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SPPTDiterbitkan/

Diedarkan 

Bank 

Persepsi/Ba

nkJatim 

KasDaerah 

 

7. PetugasUPTmenyetorkanPBBP2kepadaBankJatim,setelahBankJatimCa

bangLumajangmenerimasetoranPBBP2,kemudianBankJatimakanmemb

erikan STTS sebanyak 2 (dua) lembar, yakni lembar pertama yang 

akandigunakanuntukarsippadaBankJatim,selanjutnyalembaryangkeduad

ikembalikankepada wajibpajaksebagaibuktisetoranpembayaran 

8. PetugasUPTmemberikanSTTSkepadaWP 

9. Bank Jatim Cabang Lumajang menyetor kepada Bendahara Pemerintah 

untukselanjutnya dijadikan sebagai KasDaerah. 

 

 

c. PembayaranPBBP2melaluibankpersepsi/BankJatim 

 
1    2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Gambar4.8 PembayaranPBB P2 melalui bank persepsi/BankJatim 

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2021 

Keterangan: 

 

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkanataumengedarkanSPPT 

2. SPPT disalurkan ke kecamatan, untuk selanjutnya di sebar ke desa-desa 

untuk dibagikankepadaWP, melaluiperangkat desa 

WajibPajak BPRD 

st
ts
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3. Setelah SPPT sampai di tangan WP, WP membayar PBB P2 di bank 

persepsi/Bank Jatim Cabang Lumajang, kemudian Bank Jatim akan 

memberikan STTSsebanyak 2 (dua) lembar, yakni lembar pertama yang 

akan digunakan untuk arsippada Bank Jatim, selanjutnya lembar yang 

kedua dikembalikan kepada wajibpajaksebagai bukti 

setoranpembayaran 

4. Bank Jatim Cabang Lumajang menyetor kepada Bendahara 

Pemerintahuntukselanjutnya dijadikan sebagai KasDaerah. 

Untukmeningkatkan pelayanankepada WajibPajak, pembayaranPBB 

P2juga dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan 

bankseperti ATM/teller/fasilitas lain. Resi/struk ATM, Print out internet banking 

ataupunbukti pembayaran melalui teller diperlakukan sebagai STTS. Apabila 

tanda terimapembayaran tersebut rusak atau hilang, Wajib Pajak dapat meminta 

surat keteranganLunaskeBadap Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD 

)KabupatenLumajang. 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang di laksanakan 

pada Badan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, maka dapat ditarik 

kesimpulan dalamProses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki alur sebagai berikut: 

1. Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dilaksanakan dengan 

pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Wajib Pajak yang 

kemudian akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pihak BPRD. 

2. Penetapan Pajak bumi dan Bangunan Perkotaan dilakukan setelah diterimanya 

berita acara pemeriksaan lapangan oleh bidang pendataan yang kemudian akan 

diberikan penomoran pada objek pajak dan dilanjutkan dengan di terbitkannya 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

3. PembayaranPBB-P2padaBadan Pajak dan Retribusi Daerah(BPRD) 

Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan 

PajakTerutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

dikeluarkan sesuaiSurat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), akan tetapi 

untuk membantu wajib pajakSurat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

akan diserahkan berdasarkan data 

objekpajak.SalahsatuketentuanpadasistempembayaranpadaBPRDKabupatenL

umajangyaituharusmelunasiPBB-

P2secaratunai(tanpadiangsur)denganmenunjukkan SPPT atau NOP pada Bank 

Jatim 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan sosialisasi terhadap Wajib Pajak tentang Administrasi 

Perpajakan. 
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2. Pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan P. 
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Lampiran 2. Surat Balasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Lumajang untuk Melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan 

 
 

 



47  

 

Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 
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Lampiran 7. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
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Lampiran 8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
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Lampiran 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
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Lampiran 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 
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Lampiran 11. Peraturan Bupati Lumajang No. 85 Tahun 2016 
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